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No.28, 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN. Surat Perintah.
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 /PMK.05/2013
TENTANG

PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka pemilihan bank umum sebagai
Bank Operasional | mitra kerja Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.06/2006 tentang
Pemilihan Bank Operasional | Mitra Kerja Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
112/PMK.05/2009;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 ayat (9)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening
Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan
Treasury Single Account (TSA);

c. bahwa dalam rangka implementasi Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), perlu
mengatur mengenai pelaksanaan penyaluran dana
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Mengingat

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui SPAN
dan pelaksanaan kemitraan dengan bank umum yang
mampu dan bersedia melaksanakan penyaluran dana
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam
kerangka pengembangan SPAN;

bahwa berkenaan dengan huruf c di atas, perlu
menyempurnakan  ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.06/2006 tentang
Pemilihan Bank Operasional | Mitra Kerja Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
112/PMK.05/2009;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan
Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara,;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening
Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan
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Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan
Treasury Single Account (TSA);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya
disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait
dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran,
manajemen dokumen anggaran, manajemen supplier, manajemen
komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran,
manajemen penerimaan negara, manajemen kas, akuntansi, dan
pelaporan.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Operasional adalah Bank Umum/Bank Pembangunan Daerah
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
atau pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra Direktorat Jenderal
Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Bank Operasional | yang selanjutnya disingkat BO | adalah Bank
Operasional mitra kerja Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang
belum terkoneksi dengan SPAN dan bertugas menyalurkan dana belanja
non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan), uang
persediaan, dan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), serta penyaluran
gaji bulanan melalui Bank Operasional II/Kantor Pos.

Bank Operasional | Pusat yang selanjutnya disingkat BO | Pusat adalah
bank operasional mitra Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang
merupakan bank pusat dari BO | dan tempat dibuka Rekening
Pengeluaran Kuasa BUN SPAN, Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
Non SPAN, Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji, Rekening
Retur Bank Operasional | Pusat SPAN, dan Rekening Retur Bank
Operasional | Pusat Gayji.
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10.

11.

12.

13.

14.

Bank Operasional Il yang selanjutnya disingkat BO Il adalah bank
operasional mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang
menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran gaji bulanan.

PT. Pos Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut Kantor Pos adalah
Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai unit pelaksana teknis di
daerah vyaitu Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan/Sentral Giro
Gabungan Khusus serta Kantor Pos dan Giro.

Kantor Pos Pengeluaran yang selanjutnya disebut Pos Pengeluaran
adalah Kantor Pos mitra kerja Kuasa Bendahara Umum Negara di
Daerah yang menyalurkan dana SP2D Non Gaji Bulanan dan/atau SP2D
Gaji Bulanan.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon Il pada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan
kas negara.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN yang selanjutnya disebut
RPK-BUN-P.span adalah rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi
kuasa di BO | Pusat untuk menampung dana yang akan digunakan
untuk menyalurkan dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diterbitkan oleh
KPPN yang sudah terkoneksi dengan SPAN.

Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji yang selanjutnya disebut
RPK-BUN-P.gaji adalah rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi
kuasa di BO | Pusat untuk menampung dana yang akan digunakan
untuk menyalurkan dana SP2D Gaji Bulanan yang diterbitkan oleh
KPPN yang sudah terkoneksi dengan SPAN.

Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Non SPAN yang selanjutnya
disebut RPK-BUN-P.nonspan adalah rekening yang dibuka oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang
diberi kuasa di BO | Pusat untuk menampung dana yang akan
digunakan untuk menyalurkan dana SP2D/SPT yang diterbitkan oleh
KPPN yang belum terkoneksi dengan SPAN.

Rekening Pos Pengeluaran Kuasa BUN di Daerah yang selanjutnya
disebut Rekening Pos Pengeluaran adalah rekening yang dibuka oleh
Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah atau pejabat yang diberi
kuasa di Kantor Pos Pengeluaran untuk menampung dana yang akan
digunakan untuk menyalurkan dana SP2D Non Gaji Bulanan.
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Rekening Pos Gaji Kuasa BUN di Daerah yang selanjutnya disebut
Rekening Pos Gaji adalah rekening yang dibuka oleh Kepala KPPN selaku
Kuasa BUN di daerah atau pejabat yang diberi kuasa di Kantor Pos
Pengeluaran untuk menampung dana yang akan digunakan untuk
menyalurkan dana SP2D Gaji Bulanan.

Rekening Retur Bank Operasional | Pusat SPAN yang selanjutnya
disebut Rekening RR.span adalah rekening yang dibuka pada BO | Pusat
untuk menampung dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diretur oleh bank
penerima dan telah diterima BO | Pusat.

Rekening Retur Bank Operasional | Pusat Gaji, yang selanjutnya disebut
Rekening RR.gaji adalah rekening yang dibuka pada BO | Pusat untuk
menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang diretur oleh bank penerima
dan telah diterima BO | Pusat.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang
bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah
surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk
pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) berdasarkan SPM.

Surat Perintah Pencairan Dana Gaji Bulanan yang selanjutnya disebut
SP2D Gaji Bulanan adalah SP2D dalam rangka pembayaran gaji
bulanan termasuk gaji terusan dan gaji ke-13.

Surat Perintah Pencairan Dana non gaji bulanan yang selanjutnya
disebut SP2D Non Gaji Bulanan adalah SP2D dalam rangka pembayaran
non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan), uang
persediaan, dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), serta pembayaran
Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) beban Rekening Khusus.

Surat Perintah Transfer yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat
Perintah yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara/KPPN
selaku Kuasa BUN untuk pemindahbukuan dana dari Bank Indonesia
ke BO | Pusat/BO II/Kantor Pos dan BO | ke BO IlI/Kantor Pos dalam
rangka penyediaan dana.

Ralat Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat R-SPM
adalah surat perbaikan kesalahan pencantuman nama/nomor rekening
atau rekening penerima tidak aktif pada SPM yang diterbitkan oleh
satuan kerja.


http://www.djpp.depkumham.go.id

